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PEBRIANTO PATULAK (B111 13 340). Pertanggungjawaban 
Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (STUDI KASUS PUTUSAN 
NOMOR: 09/PID.SUS –TPK/2016/PN MKS), ( dibimbing oleh Said Karim 
dan Nur Azisa) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan kedudukan serta 
pertanggungjawaban pidana korporasi, untuk mengetahui sejauh mana 
perlindungan terhadap keuangan Negara dan upaya pengembalian 
kerugian Negara, serta untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat 
penenganan perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan kedudukan serta 
pertanggungjawaban pidana korporasi, untuk mengetahui sejauh mana 
perlindungan hukum  terhadap keuangan Negara dan upaya pengembalian 
kerugian Negara dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi. 
Penelitian ini menggunakan menggunakan metode hukum normatif, 
dengan beberapa penekatan, yaitu pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan 
analistis (analytical approach). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini yang dihukum apabila 
terjadi kerugian Negara atau korupsi yang dilakukan oleh badan hukum 
atau korporasi adalah pengurus, namun menurut penulis yang 
bertanggungjawab adalah korporasi dan pengurusnya, serta sanksi pidana 
yang diberikan terhadap pengurus dan korporasinya tidak memberikan 
dampak yang positif dalam pemberantasan kasus korupsi (perlindungan 
keuangan Negara dan pengembalian kerugian Negara) 
 
Kata Kunci  :  Pemberantasan tindak pidana korupsi, korporasi, 






HALAMAN JUDUL ............................................................................  i 
PENGESEHAN SKRIPSI ..................................................................  ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ...............................  iii 
KATA PENGANTAR .........................................................................  iv 
ABSTRAK .........................................................................................  vii 
DAFTAR ISI .......................................................................................  viii 
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................  1 
A. Latar Belakang ........................................................................  1 
B. Rumusan Masalah ..................................................................  7 
C. Tujuan Penelitian ....................................................................  7 
D. Manfaat  ..................................................................................  8 
BAB II TINJAUAN YURIDIS..............................................................  9  
A. Korporasi .................................................................................  9 
1. Pengertian Korporasi .........................................................  9 
2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana .........................  11 
3. Macam – Macam Korporasi ...............................................  13 
4. Teori Pertanggungjawaban korporasi ................................  15 
B. Tindak Pidana  ........................................................................  20 
1. Pengertian Tindak Pidana ..................................................  20 
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana  ...........................................  22 
3. Pidana dan Pemidanaan ....................................................  25 
4. Teori Pemidanaan..............................................................  26 
5. Jenis – Jenis Pidana ..........................................................  27 
C. Tindak Pidana Korupsi ............................................................  32 
1. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi ......................  32 
2. Pengertian tindak Pidana Korupsi ......................................  35 
3. Unsur – Unsur Tndak Pidana Korupsi ................................  37 
4. Sifat Korupsi ......................................................................  38 
5. Ciri – Ciri Korupsi ...............................................................  40 
6. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi ...............................  41 
7. Bentuk – Bentuk hukum Tindak Pidana Korupsi ................  42 
8. Jenis Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi .....  43 
D. Pengadaan Barang atau Jasa .................................................  51 
1. Pengertian Pengadaan Barang atau Jasa .........................  51 
2. Metode Pemilihan Penyedia Barang atau Jasa .................  52 
3. Subjek Hukum Penyedia Barang atau Jasa .......................  54 
4. Prinsip – Prinsip dalam Pengadaan Barang atau Jasa ......  54 
5. Ruang Lingkup Pengadaan Barang atau Jasa ..................  56 
6. Ruang Lingkup Pakta Integritas .........................................  57 
7. Kriteria badan usaha atau korporasi sebagai penyedia barang  
atau jasa ............................................................................  57 
BAB III METODE PENELITIAN .........................................................  59  
1. Lokasi Penelitian ................................................................  59 
2. Sifat dan Tipe Penelitian ....................................................  60 
3. Teknik Pengumpulan Data .................................................  60 
4. Jenis dan Sumber Data .....................................................  60 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .........................  61 
1. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi 62 
A. Posisi Kasus ......................................................................  62 
B. Analisis Penulis ..................................................................  76 
2. Penerapan Sanksi Pidana Sebagai  Upaya Perlindungan 
dan Pengembalian Keuangan Negara ....................................  92 
A. Dakwaan ............................................................................  92 
B. Tuntutan .............................................................................  93 
C. Amar Putusan ....................................................................  96 
D. Analisis Penulis ..................................................................  99 
BAB V PENUTUP ..............................................................................  104 
A. Kesimpulan .............................................................................  104 
B. Saran.......................................................................................  106 





A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan suatu negara tidak terlepas dari peran korporasi atau 
badan hukum. Perkembangan ini membawa kemajuan, bahkan dapat 
dikatakan bahwa seseorang tidak dapat lagi terlepas dari korporasi. Di 
Indonesia, korporasi telah memberikan kontribusi yang sangat baik, terutama 
dalam bidang ekonomi yakni menyediakan kebutuhan atau produk - produk 
bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta memberikan 
pemasukan bagi negara dalam bentuk pajak, perkembangan pembangunan 
yang ditandai dengan berbagai proyek pemerintah yang dikerjakan oleh 
korporasi / badan hukum. Korporasi juga berperan dalam mengurangi 
pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru bagi 
masyarakat. Hal ini menunjukkan peran penting korporasi dalam kemajuan 
negara.    
Dibalik kemajuan dan pesatnya perkembangan ekonomi, pembangunan 
fisik maupun manusianya karena korporasi. Korporasi juga telah 
menimbulkan berbagai persoalan. Berbagai persoalan atau dampak negatif 
dari korporasi seperti, korupsi, pencemaran lingkungan, eksploitasi terhadap 
buruh,manipulasi pajak, penipuan terhadap konsumen, dan persaingan 
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usaha secara curang. Banyaknya persoalan korporasi yan timbul semakin 
menambah persoalan korporasi di negeri ini yang belum terselesaikan, 
Terlebih lagi jika terjadi suatu korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi 
atau atas nama suatu korporasi.  
Korupsi merupakan fenomena sosial mengenai perilaku manusia yang 
menyimpang dan merupakan ancaman bagi masyarakat dan Negara. Oleh 
karena itu, korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat 
karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. 
Kesejahteraan rakyat direbut melalui perbuatan – perbuatan menyimpang 
yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab 
memanfaatkan posisi kewenangannya. 
Korupsi mempunyai segi – segi menguntungkan bagi yang berkuasa, 
bukan saja sebagai sarana untk menggembungkan kantong tetapi juga 
sebagai mekanisme bagi penyelesaian politik, membina jalainan relasi dan 
bahkan partisipasi politik.1 Korupsi pada dasarnya menguntungkan beberapa 
pihak tertentu dalam kekuasaan yang membuat korupsi menjadi masalah 
yang sulit diselesaikan. Korupsi menjadi pola hidup suatu kelompok atau 
sekelompok masyarakat yang memakai uang, pola hidup masyarakat ini 
menjadikan uang sebagai sumber kekuatan dalam mendapatkan kebenaran 
                                                          
1 Robert Kitgaaro,Membasmi Korupsi, Diterjemahkan Harmojo,Yayasan Obor Indonesia ,Jakarta, 
2005, halm. 3. 
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dan kekuasaan. Sebagai konsekuensi hal tersebut, koruptor mendapat 
martabat posisi yang strategis dan menjadi goongan yang dihormati dalam 
struktur maasyarakat. 
Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa 
(extraordinary crime) yang terjadi secara sistematik dan merugikan 
masyarakat secara luas. Oleh karena tindak pidana korupsi digolongkan 
sebagai extraordinary crime, maka penanganannya pun harus dilakukan 
dengan cara yang luar biasa pula. 
Upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good 
governance) dalam kerangka pengimplementasian kehendak rakyat seperti 
dimaksudkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya 
disingkat TAP MPR) Nomor XI/MPR/19862, secara nomatif ditempuh 
kebijakan untuk membentuk berbagai peraturan perundang – undangan, 
yang diawali dengan pembentukan perundang – undangan Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Dan Kolusi 
Dan Nepotisme. Selanjutnya diundangkan pula Undang – Undang No 31  
Tahun 1999 tentang Pemberantaasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah 
dengan Undang – Undang No 20 Taahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang – Undang No 31 Tahun 1999. 
                                                          
2 Ketetapan MPR No : XI/MPR/1998 , tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi Dan Nepotisme 
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Namun, lahirnya berbagai peraturan perundang – undangan tersebut tidak 
serta - merta menyelesaikan masalah korupsi yang terjadi di negeri ini. Kini 
korupsi sudah merambat ke daerah, bahkan dapat dikatakan bahwa dari 
pejabat tertinggisamapai yang terendah semua melakukan korupsi, dan 
semua dianggap sebagai sesuatu yang wajar – wajar saja. Tak berlebihan 
apabila almarhum Bung Hatta3 mengatakan bahwa , korupsi telah 
membudaya dalam masyarakat kita.  
Dalam system pemerintahan kita diatur mengenai otonomi daerah, 
sebagai upaya mempercepat pembagunan di daerah guna mencapai 
kemakmuran rakyat, justru menjadi ajang pemerataan korupsi atau 
pembudayaan korupsi. Memang otonomi daerah telah terbukti sebagai jalan 
mempercepat pembangunan. 
Melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil 
serta dana alokasi desa yang merupakan bantuan pemerintah pusat kepada 
daerah justru dikorupsi. Banyaknya praktek korupsi di daerah melaui proyek 
– proyek pemerintah baik proyek atau program pemerintah pusat yang 
dilaksanakan di daerah ataupun proyek atau program pemerintah dari daerah 
itu sendiri.  
Hal ini menunjukkan, bahwa dalam peraturan perundang – undangan 
yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi terutama subjek hukum 
korporasi masih memiliki kelemahan, bahkan aparat penegak hukum dalam 
                                                          
3 Hadi Supeno, Korupsi Di Daereh, Total Media, Yogyakarta, 2009, Halm.3. 
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menjatuhkan sanksi pidana tidak menunjukkan upaya perlindungan dan 
upaya pengembalian kerugian Negara, akibat korupsi. 
Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 09/PID.SUS - 
TPK/2016/PN MKS, yang terdakwanya Syahran Syahrul Tambing. Dalam 
kasus ini Syahran Syahrul Tambing mendapat tugas dari Direksi atau Direktur 
CV. Fajar Utama yaitu Willianto Mandao untuk mengikut sertakan 
perusahaannya dalam pengadaan barang atau jasa dalam lingkup 
Pemerintahan Toraja Utara. Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan 
pemerintah ini yaitu pengadaan barang – barang elektronik, dengan total 
anggaran yaitu sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta 
rupiah). Sehingga subjek hukum dalam pengadaan barang atau jasa ini 
adalah CV. Fajar Utama atau korporasi.  Namun CV. Fajar Utama adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor bangunan berdasarkan Surat 
Izin Tempat Usaha Nomor : 031/II/EKBANG/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 
yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. 
Sehingga secara aturan hukum CV. Fajar Utama sudah tidak memenuhi 
syarat, namun banyaknya praktek korupsi dengan menyuap pemerintah di 
daerah sehingga perusahaan ini pun dinyatakan lolos verifikasi. Kemudian 
timbul korupsi yang dilakukan oleh CV. Fajar Utama sebesar Rp. 
121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah).  
Dalam putusannya dakwaan dan putusannya, hanya menuntut bersalah 
Syahran Syahrul Tambing. Hal ini pun bertentangan dengan Undang – 
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Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang diubah dengan Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang – Undang N0 31 Taahun 1999, yang menyatakan 
bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan oleh korporasi atau atas nama 
korporasi atau kejahatan korporasi maka pertanggungjawabannya adalah 
pengurus dan korporasi. Apabila kesalahan pengurus atau korporasi sudah 
terbukti maka orang – orang berdasarkan hubungan dengan korporasi (Pasal 
20 ayat 2)4 dapat pula ditunutut.   
Dalam putusan ini pun hukuman yang dijahtuhkan yaitu 1 (satu) Tahun 
dan 4 (empat) bulan. Dengan pidana denda  sebesar Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah) dengan pidana pengganti denda 2 bulan kurungan. Dan 
uang pengganti hasil korupsi sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta 
rupiah) dengan pidana pengganti 1 (bulan) penjara. Hal ini menunjukkan 
bahwa sanksi pidana yang dijahtuhkan tergolong ringan. Bahkan putusan ini 
pun tidak menunjukkan identitas hukum pidana, sebagai langkah preventif 
atau langkah pencegahan, dan langkah penindakan atau represif, sebagai 
upaya perlindungan dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi. 
Berdasarkan perbedaan antara tujuan hukum pidana dengan 
pelaksanaan serta tidak diterapkannya Maka penulis mengangkat judul 
skripsi Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi 
(Studi kasus putusan nomor : 09/PID.SUS-TPK/2016/PN MKS) 
                                                          
4 Undang – Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,        
maka rumusan masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah  bentuk pertanggung jawaban korporasi sebagai subjek 
tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan NOMOR : 09/PID.SUS-
TPK/2016/PN MKS)? 
2. Bagaimana penerapan sanksi sebagai upaya perlindungan dan 
pengembalian kerugian Negara (Studi kasus putusan NOMOR : 
09/PID.SUS-TPK/2016/PN MKS)? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bentuk atau pola serta kedudukan dan 
pertanggungjawaban korporasi  dalam tindak pidana korupsi 
berdasarkan putusan (NOMOR : 09/PID.SUS-TPK/2016/PN MKS) 
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana korupsi sebagai 
upaya pengembalian kerugian Negara dan perlindungan keuangan 






Manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan   
referensi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 
pengetahuan hukum pada khususnya. 
   2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan   
masukan kepada semua aparat penegak hukum khususnya 
Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) 














1. Pengertian Korporasi 
 Secara etimologi korporasi (corporatie, Belanda), corporation (Inggris), 
corporation (Jerman), berasal dari kata corporation dalam bahasa latin yang 
berarti badan. Dengan demikian korporasi berarti hasil dari pekerjaan 
membadankan, dengan kata lain perkataan badan dijadikan orang, badan 
yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan 
manusia, yang terjadi menurut alam5. 
Menurut Utrecht/ Moh. Soleh Djindang 6 tentang korporasi 
Ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak 
bersama - sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu 
personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota , tetapi 
mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota 
masing - masing. 
                                                          
5. Muladi, dan Dwidja Priayatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Predana 
Media Group, Jakarta,2010, halm 23. 
 
6. Ibid., halm 25. 
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Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, 
dan Perdagangan yang dihimpun oleh Abdulrachman 7 menyatakan: 
Corporatio (korporasi;perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum 
atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang - undang 
suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau 
kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama -
lamanya atau untuk suatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan 
identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut dimuka 
pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut 
kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat 
melaksanakan semua fungsi lainnyayang seseorang dapat 
melaksanakannya menurut undang - undang suatu negara. Pada 
umumnya suatu korporasi dapat merupakan suatu organisasi 
pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir. 
Selanjutnya dalam Undang - Undang No 31 Tahun 1999 dalam Pasal 1 
ayat (1) dikemukakan pengertian korporasi yaitu: 
“kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan 
badan hukum maupun bukan badan hukum ”. 
 
                                                          
7 Ibid.,halm 26. 
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2.Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana 
Korporasi atau badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban 
berdasarkan hukum yang bukan manusia. Sebagai subjek hukum badan 
hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, Sudah 
tentu pelaksanaan tindakan hukum tadi dilakukan oleh para pengurus badan 
hukum tersebut. 
Achmad Ali mengatakan bahwa badan hukum merupakan 
perkumpulan yang dibentuk oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Badan 
hukum ini juga dianggap orang atau person oleh hukum, karena badan 
hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, yang terpisah dari manusia-
manusia yang menjadi pengurusnya. Kekayaan atau badan hukum misalnya, 
terpisah dari kekayaan pengurusnya8 
Korporasi sebagai subyek hukum pertama kali diakui dalam bidang hukum 
perdata. Sedangkan dalam hukum pidana umum, korporasi tidak dikenal 
sebagai badan hukum, hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) adalah warisan dari pemerintahan colonial Belanda 
yang menganut sistem Eropa Kontinental (civil law). Negara-negara Eropa 
Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek 
hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara Common law, 
seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada perkembangan 
                                                          
8 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu kajian filosofis dan Sosiologis, Toko Gunung Agung Tbk, 
Cet. Ke II, Jakarta,2002, halm 228. 
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pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri. 
Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 dimana sebuah 
korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi 
suatu kewajiban hukum9 
Dalam perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di 
dalam berbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada 
dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh 
korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum 
atau korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda, atau 
Pasal 103 KUHP Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar KUHP untuk 
menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP. Berdasarkan ketentuan 
tersebut di atas maka lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan di 
luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang 
dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Fenomena ini ditandai dengan lahirnya Wet Economische Delichten(WED), 
tahun 1950 di Belanda, yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam 
tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat 
dipidana. Ketentuan ini kemudian ditiru oleh Indonesia melalui UU No. 7 Drt 
                                                          
9 Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah 




Tahun 1955. Perkembangan selanjutnya di Indonesia dalam beberapa 
peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur korporasi 
sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana.10 
3. Macam - Macam Korporasi atau Badan Hukum 
Menurut Chidir Ali badan hukum atau korporasi di Indonesia dapat 
digolongkan menurut macam - macamnya, jenis dan sifatnya. Secara 
sistematik, aneka badan hukum itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pembagian badan hukum menurut macam - macamnya. 
Menurut landasan hukum atau dasar hukum di Indonesia dikenal 
dua macam badan hukum:11 
A. Badan hukum orisinil (murni, asli) yaitu Negara 
B. Badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli) 
Badan hukum yang tidak orisinil yaitu badan - badan hukum yang 
berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan pasal 163 
KUHPerdata. 
Menurut pasal tersebut ada empat jenis badan hukum, sebagai 
berikut: 
                                                          
10 http://tutiharyanti.blogspot.co.id/2013/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html 
11 H. Setiyono., Kejahatan Korporasi, Bayumedia Malang, 2002, halm 4. 
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a. Badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan 
umum, misalnya provinsi, bank - bank Negara 
b. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, misalnya 
perseroan, gereja - gereja, mesjid 
c. Badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena 
diizinkan 
d. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud/ tujuan 
tertentu. 
2. Badan hukum menurut jenis - jenisnya 
Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan 
hukum privat.12 
A. Badan hukum publik 
Badan hukum publik  adalah badan hukum yang melayani 
kepentingan umum dan didirikan oleh pemerintah atau negara.  
Contoh: negara, provinsi, kabupaten kota, kecamatan 
B. Badan hukum privat 
Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas 
pernyataan kehendak dari orang perorangan. 
Contoh PT, Koperasi, Yayasan 
                                                          
12 Ibid., halm 5-6. 
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Disamping itu badan hukum publik  juga dapat dapat mendirikan 
badan hukum privat.Contoh: BUMN, BUMD 
3. Pembagian menurut sifatnya 
Menurut sifatnya badan hukum itu ada dua, yaitu :13 
a.  Korporasi (corporatie) adalah gabungan/ kumpulan orang - 
orang yang dalam keadaan pergaulan subjek hukum dapat 
bertindak bersama - sama sebagai suatu subjek hukum 
tersendiri. Karena itu korporasi merupakan badan hukum yang 
memiliki anggota, tetapi mempunyai hak - hak dan kewajiban - 
kewajiban para anggotanya. Contoh: PT, BUMN 
b. Yayasan (stichting) adalah harta kekayaan yang ditersendirikan 
untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial, agama dan 
kemanusiaan. Jadi, pada yayasan tidak ada anggota, yang ada 
hanyalah pengurus. Contoh: Yayasan 
4. Teori Pertanggungjawaban Korporasi 
Ada beberapa teori yang menjadikan korporasi bertanggungjawab atas tindak 
pidana dalam lingkup korporasi yaitu:14 
a. Teori strict liability atau tanggungjawab mutlak 
b. Teori vicarious liability atau tanggungjawab pengganti 
                                                          





c. Teori doctrine delegation 
d. Teori identification 
e. Teori corporate organs 
Lebih lanjut diuraikan dibawah ini :15 
1. Teori Strict Liablity  
Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, 
dimana si pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan 
perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa 
melihat bagaimana sikap batinnya.  
Dalam perbuatan pidana yang bersifat strict liability yang dibutuhkan 
hanya dugaan (foresight) atau pengetahuan (knowledge) dari pelaku, 
sehingga hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban 
pidana. Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan 
pertanggungjawaban tanpa kesalahan. 
2. Teori Vicarious liability   
Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang 
atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang 
tersebut harus mempunyai hubungan yaitu hubungan atasan dan 
bawahan, atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan, 





perbuatan yang dilakukan pekerja tersebut masih dalam ruang lingkup 
pekerjaannya. 
Di dalam vicarious liability adanya pengalihan pertanggungjawaban 
pidana kepada orang lain. Orang bertanggungjawab atas perbuatan orang 
lain. Dalam teori ini, korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang 
dilakukan oleh pegawai atau pengurus, kuasanya atau mandatarisnya 
atau siapapun yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi. 
Doktrin ini sejalan dengan perintah berdasarkan garis komando. Misalnya 
bawahan yang bertindak dan bersalah, komandan yang mengambil  atau 
turut bertanggungjawab. 
3. Teori doctrine of delegation 
 Teori doctrine of delegation yaitu teori yang menjadi dasar pembenar 
untuk membebankan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh 
pegawai korporasi, dengan adanya pendelegasian wewenang kepada 
seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan 
4. Teori identifikasi  
Teori identifikasi yaitu teori yang digunakan untuk memberikan 
pembenaran pertanggung jawaban pidana korporasi, meskipun pada 
kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan 
tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu, artinya 
korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-
orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi. 
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5. Teori corporate organs  
Teori corporate organs, yaitu teori menunjuk pada orang-orang yang 
menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam badan hukum, 
dengan kata lain, orang yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas 
segala gerak gerik badan hukum, orang yang menetapkan kebijakan 
korporasi, dan orang yang menjadi otak dan pusat syaraf dari korporasi 
tersebut.dengan demikian otak dari korporasi merupakan organ penting 
dari korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana 
korporasi. 
4. Pertanggunjawaban Pidana Korporasi 
Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban 
pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai 
berikut:16 
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang 
bertanggungjawab; 
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab; 
c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung 
jawab. 
 
                                                          
16 Muladi, dan Dwidja Priayatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Predana 





Mengenai ketiga bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi di atas 
Setiyono17 memberikan uraian sebagai berikut: 
a. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus yang 
Bertanggung Jawab 
Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha - usaha agar 
sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada 
perseorangan (natuurlijk person). Sehingga apabila terjadi dalam 
lingkungan korporasi , maka tindak pidana itu dianggap dilakukan 
oleh pengurus korporasi itu. 
b. Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus yang Bertanggungjawab 
Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ditandai dengan 
pengakuan yang timbul dalam perumusan undang - undang bahwa 
suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan 
usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi 
beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.Dalam sistem 
pertanggungjawaban ini korporasi dapat menjadi pembua tindak 
pidana, akan tetapi bertanggungjawab adalah para anggota 
pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. 
                                                          
17 Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, Hukum Korporasi Rumah Sakit, Rangkang Education. 
2010. Halm 48 - 51. 
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Pada gilirannya pun peranggungjawaban langsung oleh korporasi 
belum bisa dijalankan atau terealisasi. 
c. Korporasi sebagai Pembuat dan yang Bertanggung Jawab 
Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan 
adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem 
ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta 
pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal yang dapat 
dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan - alasan bahwa 
korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab 
adalah sebagai berikut. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang - Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat undang - undang merumuskan suatu undang - undang 
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mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak 
pidana.18 
Delik dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri dari 3 (tiga) kata, 
yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing - masing memiliki arti:19 
1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh  
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbutan. 
Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana.Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut 
delict yang artinya perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman ( 
pidana). 
Lebih lanjut dijelaskan simsons20 tentang strafbaarfeit adalah: 
suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 
dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak 
pidana. 
                                                          
18 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education&PuKAP-Indonesia, 2012, 
hlm.18 
19 Ibid halm 19. 
20 Ibid., halm 20. 
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2. Unsur - Unsur Tindak Pidana  
 Unsur - unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak - tidaknya dari 
dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut undang - undang. 
Menurut sudut pandang teoritis adalah melihat unsur - unsur pidana dari 
pendapat para ahli. Sementara itu, sudut undang- undang adalah bagaimana 
kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam 
pasal - pasal tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan 
yang  ada. 
A. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis 
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin 
pada bunyi rumusannya. 




c. Bersifat melawan hukum 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang - 
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 
dan 
e. Waktu, tempat, dan keadaan ( unsur objektif lainnya) 
                                                          
21 Ibid halm 26. 
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2. Menurut B. Simsons22, bahwa unsur tindak pidana terdiri dari: 
a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif( berbuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat) 
b. Diancam dengan pidana 
c. Melawan hukum 
d. Dilakukan dengan kesalahan; dan 
e.  Oleh orang yag mampu bertanggungjawab   
B. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang - Undang 
        Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur - 
unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. 
 Unsur subjektif adalah unsur - unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 23 
Unsur objektif adalah unsur - unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan - keadaan, yaitu di dalam keadaan - keadaan mana tindakan - 
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.24 
 
                                                          
22 Ibid, halm.39 
23 Ibid., halm 45 
24 Ibid., halm 45 
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Adapun unsur subjektif dan objektif menurut sebagai berikut: 25 
a. Unsur Subjektif 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau fogging 
seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
3) Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya pencurian, penipuan, pemerasan,pemalsuan,dll; 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachtraad; 
5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
b. Unsur Objektif 
1) Sifat melawan hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan kenyataan sebagai sesuatu akibat 
 
                                                          




3. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai 
hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Jadi 
pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
sebagai suatu nestapa karena pembuat telah melakukan suatu delik.26 
2. Tujuan Pemidanaan 
Di Indonsia sendiri, hukum postif belum merumuskan tujuan 
pemidanaan. Adapun tujuan pemidanaan menurut Muladi yaitu:27 
a. Perlindungan masyarakat 
b. Memelihara solidaritas masyarakat 
c. Pencegahan (umum dan khusus) 
d. Pengimbalan / pengimbangan. 
Hal yan sama juga disampaikan oleh M. Sholehuddin bahwa tujuan 
pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari 
kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan 
memperhatikan kepentingan negara, korban, dan pelaku.28 
                                                          
26 Amir ilyas dan yuyun widaningsih, hukum korporasi rumah sakit, Rangkang Education, 
Yogjakarta,2010. Halm 14 - 17 
 
27 Ibid., halm14. 
28 Ibid., halm 13. 
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3. Teori Pemidanaan 
Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh ahli secara jelas 
mengenai pemidanaan  dan tujuan sebenarnya yaitu:29 
1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan 
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan 
praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 
mengandung unsur - unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara 
mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu 
memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Oleh karena itu pidana 
merupakan tututan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 
dijahtuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah 
pembalasan. 
2) Teori Relaif  atau Teori Tujuan 
Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan 
suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi 
harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi 
masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Teori relatif ini melihat bahwa 
pidana bertujuan untuk memperbaiki si jahat agar menjadi orang yang 
baik dan tidak melakukannya kejahatan lagi. 
 
                                                          
29 Ibid., halm 14 - 17 
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3) Teori Gabungan 
Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, 
muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur 
pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga 
mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang 
melekat pada setiap tindak pidana. Teori ini muncul karena adanya 
kelemahan di teori absolut da teori relatif, sehingga pidana bertujuan 
membalaskan kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan 
bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan 
tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan 
terpidana kedalam kehidupan masyarakat.  
3. Jenis  -  Jenis Pidana 
 Ketentuan pidana yang dapat dijahtuhkan tercantum pada pasal 10 
KUHP dimana dibedakan adanya pidana pokok dan pidana tambahan: 
A. Pidana Pokok terdiri atas: 
1. Pidana mati 
Pidana mati adalah pidana tertua di seluruh dunia, yakni dengan 
cara merampas hak hidup atau menghapuskan hak untuk hidup 
dari seseorang.30  
Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu: 
                                                          
30 Ibid., halm 109. 
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“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada 
leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana 
berdiri”. 
2. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak 
bagi seorang terpidana yang dilakukan dengan menurut orang 
tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan (LP) yang 
menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata 
tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara 
merupakan bentuk pidana yang kita kenal juga dengan istilah 
pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan 
kemerdekaan atau biasa disebut pidana pemasyarakatan.31 
3. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, 
keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. 
Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang 
terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah 
lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya 
lebih ringan dibandingkan dengan dengan pidana penjara, 
lamanya hukuman pidana kurungan adalah sekurang - kurangnya 
                                                          
31 Ibid., halm 113. 
 29 
 
satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah 
dinyatakan dalam pasal 18 KUHP, bahwa 
“ Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun dan jika ada 
pemberatan karena gabungan atau pengulanagan atau karena 
ketentuan pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat 
bulan. Pidana kurungan sekali - kali tidak boleh lebih dari satu 
tahun empat bulan”. 
4. Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua 
dari pidana penjara, mungkin setua pidana mati. Pidana denda 
adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda 
tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu karena ia telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana. 
5. Pidana Tutupan 
Pidana tutupan berlaku sejak diundangkan melalui UU No 20 
Tahun 1946 dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakanbahwa: 
“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam 
dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang 
patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.32 
 
                                                          
32 Ibid.,halm 117. 
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B. Pidana tambahan 
1. Pencabutan hak- hak tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak - hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:33 
a. Hak memegang jabatan jabatan tertentu  
b. Hak memasuki angkatan bersenjata  
c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan umum 
d. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, wali 
pengawas, pengampu pengawas atau orang yang bukan 
anaknya sendiri 
e. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, perwalian atau 
pengampu atas anaknya sendiri 
f. Hak menjalankan pekerjaan tertentu 
2. Perampasan barang tertentu 
Pidana perampasan barang - barang tertentu merupakan jenis 
pidana harta kekayaan, seperti halnya pidana denda. Ketentuan 
mengenai perampasan barang - barang tertentu terdapat dalam 
Pasal 39 KUHP yaitu:34 
                                                          
33 Pipin Syarifi, Hukum Pidana Di Indonesia,Pustaka Setia, Bandung, 2000, Halm 100. 
34 Ibid Amir Ilyas dan Yuyun Widyaningsih ., halm  128. 
 31 
 
a. Barang - barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan. 
b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat 
juga dijahtuhkan putusan perampasan berdasarkan hal - hal 
yang telah ditemukan dalam undang - undang. 
c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas 
barang - barang yang telah disita. 
3. Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang 
mengatur bahwa: 
“ Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang - undang ini atau aturan umum yang 
lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan 
perintas atasa biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 
putusan hakim hanya dijatuhkan dalam hal - hal yang ditentukan 
undang - undang.35  
                                                          
35 Ibid Amir Ilyas., halm 117. 
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Lebih lajut dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa tujuan pidana 
ini agar masyarakat waspada terhadap kejahatan – kejahatan 
seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.36 
B. Tindak Pidana Korupsi 
1. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Indonesia 
a. Delik - Delik Korupsi dalam KUHP 
Keberadaan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang - Undang 
Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal - Pasal 209, 210, 387, 388, 
415, 416, 417, 418 ,419 ,420 ,423 ,425 ,dan 435  yang telah diadopsi 
oleh Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diharmonisasikan 
dalam Pasal - Pasal 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,dan 13, yang selanjutnya 
juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan 
diharmonisasikan dalam Pasal-Pasal 5,6,7,8,9, 10,11,12,12A,12B,dan 
23.37 
b. Masa Peraturan Penguasa Militer 
 Yang terdiri atas : 
1) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan 
oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah 
kekuasaan Angkatan Darat. 
                                                          
36 Ibid amir Ilyas., halm 129. 
37 Evi Hartanti,Tindak Pidana korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halm 23. 
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2) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang 
pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk 
menggugat secara perdata orang - orang yang dituduh melakukan 
berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan 
(perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang 
dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB). 
3) Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan 
peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki 
oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta 
benda yang dianggap hasil perubuatan korupsi lainnya, sambil 
menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi. 
4) Peraturan Penguasa Perang Pusat  Kepala Staf Angkatan Laut 
Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958.  
c. Undang - Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi  
Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa 
Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, 
bersifat kontemporer, yang berlandaskan Undang - Undang keadaan 
bahaya. 
 Dalam keadaan normal ia perlu dicabut, dan jika masih dibutuhkan 
adanya peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum 
pidana khusus, perlu lebih baik dan berbentuk undang - undang.  
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 Semula ia berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang - 
undang, kemudian disahkan menjadi undang - undang. Karena 
bentuknya adalahperaturan pemerintah pengganti undang - undang, 
yang dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1961 dijadikan undang 
- undang, maka tidak pernah dibahas di DPR. 
d. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
 Undang - Undang ini disetujui dan disahkan menjadi undang - 
undang pada tanggal 29 Maret 1971, dan diundangkan pada hari itu, 
termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, dengan 
nama Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
 e. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
Dalam pembahasan di Pansus DPR  ditambahkan tentang pidana 
mati khusus untuk delik yang tercantum dalam Pasal 2 dalam keadaan 
“tertentu” yang kemudian dijelaskan tentang apa yang dimaksud 
dengan “keadaan tertentu” itu seperti bencana alam nasional, keadaan 
bahaya dan krisis moneter  dan ekonomi. Selain itu, ditambahkan pula 
tentang akan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 
dua tahun setelah undang - undang ini diundangkan. 
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 Dengan demikian, Undang -Undang No.31 Tahun 1999 adalah 
undang - undang yang paling keras dan berat di ASEAN. Sayang, 
ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian tidak diterima. Pada 
tanggal 16 Agusutus 1999 diundangkanlah Undang - Undang No.31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
menggantikan Undang - Undang No.3  Tahun 1971. 
f. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang - Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
Di dalam Undang - Undang yang baru ini ditambahkan mengenai 
beban pembuktian. Selain itu, diadakan perubahan tentang minimum 
khusus  yang hanya berlaku bagi delik korupsi yang nilainya lima juta 
atau lebih. Selanjutnya, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 
“ keadaan tertentu “ untuk menjatuhkan pidana mati, juga diubah sesuai 
dengan rancangan bahwa  bukan waktu yang menentukan tetapi 
peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu yang dikorupsi. 
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu: ‘’corruptie’’ atau 
‘’corruptus” selanjutnya kata corruption berasal dari kata corrumpore (suatu 
kata Latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam 
bahasa Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis: corruption; 
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Belanda corruptive (koruptie). Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan 
bahwa korupsi (dari latin corruption= penyuapan; dan corrumpore = merusak) 
yaitu gejala bahwa para pejabat badan - badan negara menyalahgunakan 
terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. 
Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:38 
1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan 
ketidak   jujuran. 
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang 
sogok dan sebagainya. 
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang  bersifat 
buruk: 
 Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral 
 Penyuapan dan bentuk - bentuk ketidakjujuran 
 Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang dirubah atau digati 
secara tidak tepat dalam satu kalimat 
 Pengaruh - pengaruh yang korup 
Menurut A.S. Hornby39 dan kawan- kawan mengartikan istilah korupsi 
sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa 
                                                          
38 Igm Nurdjana, Sistem Hukum pidana dan Bahaya laten Korupsi parispektif tegaknya 
keadilan Melawan Mafia Hukum, Pustaka Belajar, 2010, Yogyakarta, halm 14 - 15. 
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suap( the offering and accepting of bribs), serta kebusukan atau keburukan 
(decay).   
Selanjutnya, menurut  Henry Campbell Black40, yang mengartikan korupsi 
sebagai : 
“an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official 
duty and the rights of others”.( suatu perbuatan yang dilakukan dengan 
maksud untuk memberikan suatu keuntungan tidak sesuai dengan kewajiban 
resmi dan hak- hak dari pihak lain). 
3. Unsur - Unsur Tindak Pidana Korupsi 
Berdasarkan rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (2) 
Undang - Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang No.20 Tahun 
2001 tentang perubahan atas Undang - Undang No.31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi, maka unsur - unsur tindak pidana 
korupsi sebagai berikut : 
a. setiap orang 
b. melawan hukum 
c. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
d. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 
                                                                                                                                                                     
39H.Elwi Danil, Korupsi, Rajawali Pers,Jakarta, 2014, halm 4. 
40  Ibid., halm 3. 
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Unsur - unsur tindak pidana korupsi menurut Sudarto 41:  
a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu 
badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya 
mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan 
sebagainya, sehingga sipembuat bertambah kaya. 
b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum 
“ Melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini 
perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik. 
c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu 
diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. 
4. Sifat Korupsi 
 Baharuddin Lopa 42 dalam bukunya Kejahatan Korupsi dan 
Penegakan Hukum membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Korupsi yang bermotif Terselubung 
                                                          
41  Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,hlm.18 
42  Ibid., halm 18 
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Yakni korupsi secara sepintas  kelihatannya bermotif politik, tetapi 
secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang 
semata. 
Contoh : seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan 
menerima pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam 
suatu jabatan. Namun, dalam kenyataannya setelah menerima suap, 
pejabat itu tidak mempedulikan lagi janjinya  kepada orang yang 
memberi suap tersebut. Yang pokok adalah mendapatkan uang 
tersebut. 
b. Korupsi yang Bermotif Ganda 
Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya 
hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif 
lain, yakni kepentingan politik.  
Contoh : seseorang yang membujuk dan menyogok seorang pejabat 
agar menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil 
keputusannya memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk itu, 
meskipun si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu 






5. Ciri - Ciri Korupsi 
 Ciri - ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas43dalam bukunya 
Sosiologi Korupsi sebagai berikut : 
a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama 
dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup 
sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam 
pengertian penggelapan (fraud). Contohnya adalah pernyataan 
tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, disini 
seringkali ada pengertian diam - diam diantara pejabat yang 
mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu 
cara penipuan adalah permintaan uang saku berlebihan, hal ini 
biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam 
pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh elit politik 
sekarang yang kemudian menyebabkan polemik di masyarakat. 
b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu 
telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa 
dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk 
menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif 
korupsi tetap dijaga kerahasiaannya. 
                                                          




c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 
Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang. 
d. Mereka yang mepraktikkan cara - cara korupsi biasanya berusaha 
untuk menyelubungi perbuatannya  dengan terlindung dibalik 
pembenaran hukum. 
e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan 
mampu untuk mempengaruhi keputusan - keputusan itu. 
f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan 
oleh badan public atau umum (masyarakat). 
g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan. 
6. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
 Dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa subjek delik 
terbagi dalam dua kelompok kedua - duanya jika melakukan perbuatan 
pidana diancam sanksi. 
Kedua subjek atau pelaku delik itu adalah44 
a. Setiap Orang,menurut Pasal 1 ayat (3) setiap orang adalah 
perseorangan atau termasuk korporasi. 
                                                          





b. Korporasi, Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 
telah mengatur bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau pengurus korporasi bila tindak pidana 
tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Adapun tuntutan 
dan penjatuhan pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan 
oleh atau atas nama korporasi dapat diterapkan sistem kumulatif-
alternatif, yaitu tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dan 
pengurus korporasi. 
7. Bentuk - Bentuk Tindak Pidana Korupsi 
 Bentuk - bentuk tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut45: 
a. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 
No.31 Tahun 1999. 
b. Tindak pidana korupsi penyuapan, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 
a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 6 
ayat (2) UU No.20 Tahun 2001. 
                                                          





c. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan, 
leveransir, dan rekanan, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,dan 
huruf d UU no.20 Tahun 2001 
d. Tindak pidana korupsi penggelapan, diatur dalam pasal 8 - 12 UU 
No.20 Tahun 2001 
e. Tindak pidana korupsi kerakusan (knevelarij), diatur dalam Pasal 12 
huruf e,f,h,dan huruf i UU No.20 Tahun 2001 
f. Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, diatur dalam Pasal 12B UU 
No.20 Tahun 2001 
g. Tindak pidana korupsi pemberian hadiah, diatur dalam Pasal 13 UU 
No.31 Tahun 1999. 
8. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi 
 Berdasarkan  ketentuan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999, 
jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa 
tindak pidana korupsi sebagai berikut. 
a. Pidana Mati 
 Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan 
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang 
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Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Adapun 
yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku 
tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu 
negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang - undang yang 
berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulanga 
tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi 
(moneter). 
b. Pidana Penjara 
1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
empat (4) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang 
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)). 
2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah ) dan paling banyak Rp.1.000.000.000, 00 (satu 
miliar rupiah)  bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang  ada padanya karena 
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jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara (Pasal 3) 
3. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana 
sebagaimana Pasal 209 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana . 
(pasal 5). 
4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00(seratus 
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh 
ratus limah puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak 
pidana sebagai maksud dalam Pasal 210 Kitab Undang - Undang 
Hukum Pidana (Pasal 6) 
5. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
rupah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh 
juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau pasal 388 Kitab 
Undang - Undang Hukum Pidana (Pasal 7) 
6. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama  15 (lima 
belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 
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(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00  
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang 
- Undang Hukum Pidana (Pasal 8) 
7. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang - Undang 
Hukum Pidana (Pasal 9) 
8. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh 
juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang - Undang 
Hukum Pidana (Pasal 10) 
9. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang - Undang 
Hukum Pidana. (Pasal 11) 
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10. Pidana seumur hidup dan /atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun  dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda 
paling sedikit Rp.200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) bagi setiap orang 
yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
419,420,423,425,435  Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. (Pasal 
12) 
11. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12(dua 
belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 ( 
seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 
(enam ratus  juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja 
mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak 
langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tersangka ataupun terdakwa ataupun para saksi 
dalam perkara korupsi. ( Pasal 21) 
12. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,Pasal 29, 
Pasal 35 dan Pasal 36 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang 




13. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, 
Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, Pasal 430 Kitab Undang - 
Undang Hukum Pidana (Pasal 23). 
14. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi saksi 
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 
31 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999. 
c. Pidana Tambahan 
1. Perampasan barang beregerak yang berwujud dan atau tidak 
berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang 
diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik 
terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari 
barang yang menggantikan barang - barang tersebut. 
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya 
sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 
lama 1 (satu) tahun. 
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4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak - hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah 
atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) 
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah meperoleh kekuatan 
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 
6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta  benda yang mencukupi 
untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana 
penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari 
pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 
1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 
pengadilan. 
d. Gugatan Perdata Kepada Ahli Waris 
 Dalam hal terdakwa meninggal pada saat dilakukan pemeriksaan di 
sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan 
negara , maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita 
acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan 




e. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu 
Korporasi 
 Pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan 
maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui 
prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1-6) Undang - Undang nomor 31 Tahun 
1999 adalah sebagai berikut. 
1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu 
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/ atau penugurusnya. 
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korpoorasi apabila tindak piidana 
tersebut dilakukan oleh orang - orang baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan 
korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama - sama. 
3. dalam hal tuntutan piidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka 
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus,  
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) dapat diwakili oleh orang lain. 
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap 
sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus 
tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 
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6. Dalam  hal tuntutan pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan 
untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut 
disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di 
tempat pengurus berkantor 
D. Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah 
1. Pengertian Barang dan Jasa 
Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan 
barang atau jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, baik 
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau 
jasa.46 
Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang 
meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan 
yang spesifikasinyaditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai 
dengan penugasan kuasa pengguna anggaran.47 
Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh 
salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud 
                                                          
46 Rocky Marbun. Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah.Visimedia.Jakarta. 2010. Halm 1. 
47 Ibid., halm 1. 
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dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa 
terikat dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk.48 
2. Metode Pemilihan Jasa Konsultasi Pengadaan Barang atau Jasa 
Pemerintah 
Metode pemilihan jasa konsultasi dapat dilakukan dengan cara seleksi. 
Seleksi ini dibedakan menjadi empat macam:49 
a. Seleksi Umum 
b. Seleksi Terbatas  
c. Seleksi Langsung 
d. Penunjukan Langsung 
Adapun diuraikan sebagai berikut:50 
a. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi yang 
daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara 
terbuka, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa dan papan 
pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat 
luas mengetahui dan penyedia jasa konsultasi yang berminat dan 
memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 
                                                          
48 Ibid., halm 2. 
49 Ibid., halm 168. 
50 Ibid., halm168 - 169. 
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b. Seleksi terbatas adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi 
untuk pekerjaan, yaitu: 
1. Kompleks; dan 
2. Diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan 
pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas 
c. Seleksi langsung , yaitu metode pemilihan penyedia jasa konsultasi 
yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui: 
1. Proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultasi yang dipilih 
langsung 
2. Diumumkan sekurang - kurangnya di papan pengumuman resmi 
untuk penerangan umum atau media elektronik (internet). 
d. Penunjukan langsung, yaitu bahwa dalam keadaan tertentu atau 
keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan 
dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan 
dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultasi yang memenuhi 
kualifikasi dan dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun biaya 





3. Subjek Hukum Penyedia Barang dan Jasa 
 Penyedia barang atau jasa pemerintah dapat berupa:51 
a. Badan Usaha 
b. Orang perorangan 
4. Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang atau Jasa:52 
a. Efisien 
Harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas 
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat - 
singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 
b. Efektif 
Harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat 
memberikan manfaat yang sebesar - besarnya sesuai dengan sasaran 
yang ditetapkan. 
c. Terbuka dan bersaing 
                                                          
51 Rocky Marbun. Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah.Visimedia.Jakarta. 2010. Halm 3. 
 
52 D.Y. Witanto, Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual, CV. Mandar 
Maju,bandung, 2012, Halm 6 – 15. 
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Harus dilakukaan terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang 
memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat 
diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat 
atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas 
dan transparan. 
d. Transparan  
Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau 
jasa, termasuk syarat administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil 
reevaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya 
tedrbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta 
bagi masyarakat luas pada umumnya. 
e. Adil atau tidak diskriminasi 
Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia 
barang atau jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan 
kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun. 
f. Akuntabel 
Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat baagi 
kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan 
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masyarakat sesuai dengan prinsip - prinsip serta ketentuan yang 
berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.  
6. Ruang Lingkup Pengadaan Barang atau Jasa yaitu :53 
a. Pengadaan barang 
Berdasarkan pasal 1 angka 14 Perpres, barang adalah setiap benda 
baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak 
bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 
dimanfaatkan oleh pengguna barang.Kontrak pengadaan barang ini 
pada umumnya berkaitan dengan kebutuhan – kebutuhan tertentu 
misalnya : pengadaan ATK untuk admistrasi kantor, pengadaan 
kendaraan dinas dan pengadaan barang – barang lainnya yang 
berhubungan dengan fasilitas dan kegunaan praktis. 
b. Pekerjaan Kontruksi 
Pekerjaan kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 
c. Jasa Konsultasi 
Jasa konsultasi adalah jasa pelayanan professional yang membutuhkan 
keahlian tertentu di pelbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya olah piker. 
                                                          
53  Ibid., Halm 20 – 22. 
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d. Jasa Lainnya 
Pasal 1 angka 17 Perpres Pengadaan Barang atau Jasa memberikan 
tentang apa yang dimaksud dengan jasa lainnya, yaitu jasa yang 
membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan 
(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia 
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan atau penyedia jasa 
selain jasa konsultasi. 
7. Ruang Lingkup Pakta Integritas 
Pasal 1 angka 13 Perpres Pengadaan Barang atau Jasa menyebutkan 
bahwa:54 
Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk 
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam 
pengadaan barang atau jasa. 
8. Kriteria badan usaha atau korporasi sebagai penyedia barang atau jasa:55 
a. Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) 
b. Perusahaan adalah milik warga Negara Indonesia 
                                                          
54 Ibid Halm 22. 
55 Ibid.,Halm 79. 
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c. Perusahaan tersebut berdiri sendiri, dan bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 











 Sebelum penulis menguraikan beberapa hal menyangkut metodologi 
penelitian, terlebih dahulu penulis akan menyinggung pengertian dari metode 
penelitian. Metode adalah suatu cara untuk atau jalan bagaimana seseorang 
harus bertindak, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah semua 
kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan dalam suatu bidang 
tertentu untuk mendapatkan fakta - fakta atau prinsip - prinsip baru yang 
bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari 
pengetian di atas penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1. Lokasi Penelitian 
 Dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri 
Tana Toraja yang berada di Kota Makale dan Pengadilan Negeri Makassar 
yang berada di kota Makassar. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di 
Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Pengadilan Negeri Makassar karena 
Jaksa penuntut umum dan hakim yang memiliki data yang berhubungan erat 





2. Sifat dan Tipe Penelitian 
 Dari berbagai macam pembedaan jenis - jenis penelitian yang penulis 
lakukan, jika dilihat dari sifatnya termasuk penelitian normatif. Penelitian 
normatif adalah penelitian yang memahas norma – norma baik dalam 
peraturan perundang – undangan tindak pidana korupsi maupun norma – 
norma dalam putusan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 
kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan adalah studi yang 
mengkaji bahan – bahan hukum termasuk putusan dan undang – undang 
tindak pidana korupsi. Sedangkan studi lapangan adalah studi yang mengkaji 
hal – hal tidak ditemukan dalam studi pustaka. 
4. Jenis dan Sumber Data 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis - jenis data  
yang dapat digolongkan sebagai berikut : 
1. Bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan. 
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang didapat melalui wawancara 




5. Analisis Data 
 Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode studi pustaka dan 
wawancara atau interview, akhirnya penulis melakukan analisis dengan 
teknik analisis secara kualitatif dengan model interaktif yaitu : data yang 
terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap : mereduksi data, menyajikan 
data, dan kemudian menarik kesimpulan. 
 Selain itu, dilakukan pula suatu proses siklus  antara tahap - tahap 
tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang 
lainnya. Model analisis tersebut diatas merupakan suatu siklus yang saling 
berhungan dan saling melengkapi. Dalam mengumpulkan data, data yang 
terkumpul langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajian 
data apabila kesimpulan dirasa kurang mantap akibat kurangnya data dalam 
reduksi data dan sajian data, maka peneliti akan menggali data yang 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi 
      Putusan  nomor : 09/PID – SUS/TPK/2016/PN MKS 
A. Posisi Kasus 
 Bahwa Terdakwa Syahran Syahrul Tambing, bersama – sama  dengan 
Paulus Kobba, SH.,MM., dan Abu Rizal Azhar (penuntutannya masing – 
masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari tanggal yang 
tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011, 
atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di 
kantor Dinas Pendidikan kabupaten Toraja Utara atau setidak – tidaknya 
di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, 
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuaangan 
Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukaan oleh terdakwaa 
Syahran Syahrul Tambing dengan antara lain sebagai berikut: 
 Bahwa pada tahun Anggaran 2011 Kementrian Pendidikan Nasional 
memberikan subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP 
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(Sekolah Menengah Pertama) dalam rangka peningkatan mutu 
pendidikan, khusus di Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Pendidikan 
Kabupaten Toraja, berdasarkan hasil analisis data melalui profil SMP 
yang dilakukan kementrian Pendidikan Nasional melalui Direktorat 
Pembinaan SMP tercatat ada 11 (sebelas) SMP yang memenuhi 
persyaratan untuk menerima bantuan berupa dana subsidi yang 
bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 
Anggaran 2011 untuk pengadaan satu paket Hardware dan Software 
pembelajaran SMP yaitu: 
1.  SMP Kristen Dende’ 
2. SMP Kristen Sa’dan 
3. SMP Pelita Harapan Rantepao 
4. SMP PGRI Ta’ba Pulu – Pulu 
5. SMP Negeri 2 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 
1 Kapala Pitu 
6. SMP Negeri 2 Sa’dan Balusu yang sekarang menjadi SMP 
Negeri 1 Balusu 
7. SMP Negeri 2 Sanggalangi 
8. SMP Negeri 2 Sesean 




10. SMP Negeri 5 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 
1 Buntu Pepasan 
11. SMP Negeri 6 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 
2 Buntu Pepasan 
 Bahwa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Program 
pengadaan Subsidi Hardware dan Software untuk tingkat SMP, 
selanjutnya disampaikan kepada masing – masing Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota, lalu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
menyampaikan ke sekolah – sekolah tingkat SMP di daerah masing – 
masing, kemudian sekolah – sekolah tersebut membuat usulan atau 
proposal ke Kementrian Penddidikan dan Kebudayaan melalui Dinas 
Pendidikan Kabupaten Toraja Utara juga melakukan lanjutan proposal 
ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara 
juag melakukan lanjutan proposal masing – masing sekolah namun 
yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan an Kebudayaan hanya 
11 (sebelas) sekolah. 
 Bahwa dana subsidi untuk 11 (sebelas) SMP tersebut telah disalurkan 
melalui Bank Rakyat Indonesia dan Bank Sulawesi Selatan dan Barat 
atas nama masing – masing sekolah penerima dana subsidi sebesar 
Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk diprrgunakan oleh 
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kepala sekolah penerima bantuandengan swakelola, berdasarkan 
Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software 
Pembelajaran SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2011, 
dimana dana subsidi tersebut diperuntukkan untuk:  
1. Satu unit Komputer 
2. Satu unit Laptop/Notebook 
3. Satu unit Uninterruptible Power Supply (UPS) 
4. Satu unit LCD Projector dan screen 
5. Satu paket software CD pembelajaran SMP (7 mata  
pembelajaran) 
 Bahwa sekitar akhir Tahun 2011 sekitar bulan November, terdakwa 
menghubungi ABU RIZAL AZHAR tentang pengadaan Hardware dan 
Software untuk SMP di Toraja  Utara TA 2011 dan setelah ABU RIZAL 
AZHAR ke Rantepao untuk bertemu dengan terdakwa dengan 
membawa spesifikasi teknis barang yang ABU RIZAL AZHAR 
download dari Direktorat SMP melalui situs Direktorat PSMP dan 
setelah itu ABU RIZAL AZHAR berkoordinasi denga pihal Diknas 
Pendidikan Propinsi bagian Pendidikan Dasar, dan pihak diknas 
membenarkan hal tersebut. 
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 Bahwa setelah ABU RIZAL AZHAR bertemu dengan terdakwa di 
Rantepao, ABU RIZAL AZHAR membawa spesifikasi teknis tersebut 
dengan terdakwa juga membawa spesifikasi teknis barang – barang 
yang dibutuhkan beserta surat pesanan dari sekolah – sekolah yang 
berjumlah 11 (sebelas) sekolah SMP, tetapi setelah itu ABU RIZAL 
AZHAR memberikan spesifikasi yang ABU RIZAL AZHAR bawa 
kepada terdakwwa, lalu ABU RIZAL AZHAR menyuruh terdakwa untuk 
menggunakan spesifikasi ABU RIZAL AZHAR denganalasan 
spesifikasi tersebut dari Direktorrat yang sama dengan spesifikasi 
yang sama dengan spesifikasi di Kbupaten Lainnya dengan pagu 
Rp.31.000.0000,- (tiga puluh satu juta rupiah) persekolah 
 Bahwa keesokan harinya ABU RIZAL AZHAR dan terdakwa bertemu 
kembali di Hotel Indra Rantepao, terdakwa membawa pesanan – 
pesanan dari sekolah – sekolah dan terdakwa menunjukkan CV. Fajar 
Utama tetapi ABU RIZAL AZHAR melihat yang menandatangani 
perusahaan tersebut buukan terdakwa, kemudian ABU RIZAL AZHAR 
menanyakan hal tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa 
perusahaan itu milik temannya, setelah itu ABU RIZAL AZHAR 




 Bahwa CV.Fajar Utama tersebut adalah miilik WILLINTO MANDO 
yang bergerak dibidang kontraktor berdasarkan surrat Izin tempat 
Usaha Nomor : 031/II?EKABAG/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang 
dikeluarkan oleh sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja 
Utara. 
 Bahwa ABU RIZAL AZHAR serta terdakwa menyepakati bahwa biaya 
keseluruhan pengadaan hardware dan software persekolah yang akan 
ABU RIZAL AZHAR terima adalah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat 
juta rupiah) yang apabila ditotalkan  dari 11 (sebelas) sekolah adalah 
sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah). 
 Bahwa terdakwa meminjam CV.Fajar Utama sebagai badan hukum 
yang terdakwa pakai untuk mengajukan penawaran kepada sekolah – 
sekolah penerima  dana bantuan tersebut namun para kepala sekolah 
menolak penawaran yang diajukan terdakwa dengan alasan  tidak ada 
rekomendas dari Dinas Pendidikan. 
 Bahwa terdakwa kemudian menggnakan CV.Fajar Utama untuk 
meminta prsetujuan atau rekomendasi dengan membuat satu rangkap 
proposal penawaran yang selanjutnya terdakwa ajukan kepada Kepala 




 Bahwa pada saat terdakwa mengajukan proposal penawaran kepada 
PAULUS KOBBA, SH.,MM., proposal tersebut tidak langsung 
mendapatkan persetujuan, baru setelah beberapa waktu kemudian 
terdakwa mendatangi kembali PAULUS KOBBA,SH.,MM., dan 
PAULUS KOBBA,SH.,MM., memberikan persetujuan atau 
rekomendasi atas proposal penawaran yang terdakwa ajukan. 
 Bahwa terdakwa sudah tidak ingat dimana proposal penawaran yang 
terdapat tanda tangan asli PAULUS KOBBA,SH., MM., dan stempel 
asli Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara tersebut berada, 
proposal itu sudah tercecer dan tidak tahu kemana karena terdakwa 
berpikir barangnaya sudah selesai diadakan, tetapi yang pasti 
memang pada proposal tersebut ada tanda tangan persetujuan dari 
PAULUS KOBBA,SH.,MM., dan distempel Dinas Pendidikan 
Kabupaten Toraja Utara. 
 Bahwa setelah proposal penawaran terdakwa disetujui atau diberikan 
rekomendasi oleh PAULUS KOBBA,SH.,MM., terdakwa kemuian 
mengadakan atau memfotocopy sebanyak sekolah penerima bantuan 
dana tersebut, dan masing – masing sekolah terdakwa berikan 




 Bahwa setelah sekolah – sekolah penerima bantuan tersebut 
melakukan pemesanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa 
menghubungi ABU RIZAL AZHAR untuk melakukan pengiriman 
barang – barang yang dipesan tiap – tiap sekolah. 
 Bahwa yang dipesan oleh sekolah sama persis dengan apa yang 
terdapat dalam penawaran terdakwa yaitu: 
1. 1 (satu) unit Komputer dengan RAB                 Rp. 4.900.000,- 
2. 1 (satu) unit lapto/notebook dengan RAB        Rp. 6.100.000,- 
3. 1 (satu) unit UPS dengan RAB                       Rp. 750.000,- 
4. 1 (satu) unit  LCD proyektor dan screen dengan RAB Rp. 
5.450.000,- 
5. 1 (satu) paket software pembelajaran (7 mata pelajaran) dengan 
RAB Rp. 12.500.000,- 
Total                       Rp. 31.000.000,- 
 Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana ABU RIZAL AZHAR 
melakukan pemesanan barang – barang tersebut, yang terdakwa tahu 
semua barang – barang yang dipesan sudah berada di rumah kerabat 
ABU RIZAL AZHAR di Rantepao Toraja Utara. 
 Bahwa ABU RIZAL AZHAR meminta harus dibayar terlebih dahulu 
secara tunai baru barang bisa dikirim ke sekolah masing – masing. 
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 Bahwa terdakawa dan ABU RIZAL AZHAR mencapai kesepakatan, 
dimana pembayaran harus dimuka dengan total sebesar Rp. 
240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan terdakwa 
dijanjikan oleh ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL diberikan uang sebesar 
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang kerja. 
 Bahwa setelah uang Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta 
rupiah) terdakwa serahkan kepada ABU RIZZAL  AZHAR, barang 
berupa hardware dan software tersebut dikirim ke sekolah masing – 
masing. 
 Bahwa ABU RIZAL AZHAR melakukan pemesanan ke Giant Komputer 
dengan menunjukkan perusahaan miliknya yaitu CV.Surya Raoda 
dengan dasar pesanan – pesanan sekolah – sekolah SMP tersebut 
berupa Komputer, Laptop, LCD Proyektor dan Screen sedangkan UPS 
(Uninterruptible Power Supply) ABU RIZAL AZHAR pesankan dari SFI 
teknologi Jakarta, sedangkan Software pembelajaran (7 mata 
pembelajaran) Interaktif ABU RIZAL AZHAR pesan di PT. Sinar 
Bandung. 
 Bahwa total pembayaran ke tiga perusahaan tersebut berjumlah Rp. 
22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) 
persekolah ditambah biaya lain (sewa gudang bandara ditambah biaya 
administrasi kurung lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima 
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ratus ribu rupiah) persekolah, sehingga total keseluruhan Rp. 
247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 
sedangkan sisanya Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus 
ribu rupiah) tersebut dipotong PPn 10% dan PPh 1,5%, sisanya 
Rp.54.285.000,-(lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima 
ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus 
ribu rupiah) untuk biaya anggota ABU RIZAL AZHAR yang ke sekolah 
– sekolah dimana persekolah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 
sisanya Rp.48.785.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus 
delapan puluh lima ribu rupiah) untuk terdakwa, tetapi menurut 
terdakwa digunakan untuk membayar sewa perusahaan sebesar 2,5% 
dan sisanya Rp.40.260.000,- (empat puluh juta dua ratus enam puluh 
ribu rupiah) untuk terdakwa dimana sisa tersebut digunakan untuk 
mengirim barang dari Makassar ke Rantepao termasuk juga biaya 
pengiriman barang – barang ke sekolah – sekolah dan juga termasuk 
biaya administrasi (materai, pengadaan dokumen dan lain- lain) 
 Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti pertemuan atau sosialisasi 
baik yang menyangkut teknis spesifikasi maupun teknis pengadaan 
hardware dan software yang diadakan oleh Dinas Pendidikan) 
 Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya panduan pelaksanaan 
bantuan dana hardware dan software untuk SMP Tahun Anggaran 
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2011, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tersebut. 
 Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal petunjuk / panduan 
pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran SMP yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional dimana diisyaratkan 
bagi para kepala sekolah untuk membentuk Panitia Pengadaan 
Peralatan TIK (P3TIK) sehingga terdakwa tidak menyampaikan hal 
tersebut kepada kepala sekolah. 
 Bahwa sepengetahuan terdakwa setelah melihat dokumen yang ada, 
produk hardware dan software yang ditawarkan kepada para kepala 
sekolah sudah sesuai dan memenuhi spesifikasi dan apabila ada yang 
tidak sesuai dengan juknis terdakwa tidak mengetahuinya. 
 Berdasarkan laporan Hasil Investigasi oleh Tim Ahli  Universitas 
Hasanuddin Makassar Fakultas Teknik Elektro Tahun 2015 tanggal 08 
April 2015 bahwa untuk membeli peralatan computer beserta 
perangkatnya berupa Hardware dan Software serta CD pembelajaran 
SMP dengan total perangkat keras senilai Rp. 20.075.000,- (dua puluh 
juta  tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu paket sebagaimana yang 




No Spesifikasi Teknis Perangkat Jumlah Harga Satuan Total Harga 
ISubsidi Hardware  
1. Komputer model Axioo Computer Family, Windows 7 
Profesional, Intel Atom Inside (TM) D525 1.80 GHZ 
1 Unit Rp.4.500.000 Rp.4.500.000 
2. Laptop/Notebook: Axioo Intel core i.3, CPU 2.10 GHz, 
RAM 2 GB 
1 Unit Rp.4.250.000 Rp.4.250.000 
3.  UPS Power Tree 16-S850 E series/UPS MiCE i-
1200/UPS Flazer FL-1200WA 
1 Unit Rp.450.000 Rp.450.000 
4.  Proyektor dan Screen: Acer DLP-TI In Focus 
(DNX0009/X114/X1130P/X1261N/Optoma ES526 
LCD-DLP TI Manufactured December 2010 made in 
China 
1 Unit Rp.4.450.000 Rp.4.450.000 
II Software 
5. Paket software pembelajaran Interaktif SMP 















8. Software pembelajaran matematika untuk Kls 7 s/d 9 3 Keping 
CD 
Rp.150.000  
9. Software pembelajaran ekonomi untuk Kelas 7 s/d 9 3 Keping 
CD 
Rp.150.000  
10. Software pembelajaran Geografi untuk Kelas 7 s/d 9 3 Keping 
CD 
Rp.150.000  
11. Software pembelajaran sejarah untuk Kelas 7 s/d 9 3 Keping 
CD 
Rp.150.000  
12. Software pembelajaran PPKN untuk Kelas 7 s/d 9 3 Keping 
CD 
Rp.150.000  





IV Biaya Transportasi Makassar-rantepao (termasuk 






 Sub Total   Rp.20.075.000 
 PPN 10%   Rp.2.007.500 
 Total Perangkat Keras   Rp.20.075.000 
 Pembulatan   Rp.20.000.000 
 
 Berdasarkan hasillaporan investigasi tim ahli tersebut diatas  terdapat 
kemahalan harga yang dilakukan oleh terdakwa Syahrah Syahrul 
Tambing bersama Paaulus Kobba,SH.,MM dan Abu Rizal Azhar yaitu 
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sebesar Rp.31.000.000 – Rp.20.000.000 = Rp. 11.000.000,- per 
paketnya. Sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
sebesar Rp.11.000.000 X 11 sekolah = Rp.121.000.000,- (seratus dua 
puluh satu juta rupiah) dimana dana yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan 
pribadi. 
 Bahwa seharusnya dana sejumlah Rp.121.000.000,- (seratus dua 
puluh satu juta rupiah) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah 
– sekolah penerima bantuan untuk membeli peralatan yang relevan 
hingga semua dana dimanfaatkan atau dana tersebut dikembalikan ke 
Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Panduan Pelaksanaan 
Subsidi Hardware dan Sofware Pembelajaran SMP Tahun 2011 Bab 
IV halaman 9 yang menyatakan  “Apabia berdasarkan RAB dana 
untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Hardware dan Sofware 
Pembelajaran kurang dari nominal dana subsidi atau jika dalam 
pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan efisiensi dengan tidak 
mengurangi volume dan kwalitas peralatan , maka sekolah 
bersangkutan wajib menambah daftar peralatan yang dibeli yang 
relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau dikembalikan sisa 





Berdasarkan putusan pengadilan negeri Makassar, hanya menghukum 
peminjam perusahaan atau pelaksana korporasi  (Syahran Syahrul Tambing) 
atas kasus korupsi pengadaan barang atau jasa tersebut. 
B. Analisis Penulis 
Untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana 
korupsi diatas penulis terlebih dahulu mengemukakan pendapat dari A. Z. 
Abidin selaku penganut paham monistis tentang strafbaar feit atau criminal 
act, yang berpendapat bahwa  unsur – unsur pertanggungjawaban pidana 
yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :56 
a. Kemampuan bertanggungjawab 
b. Kesalahan dalam arti luas (Kesengajaan dan kelalaian) 
c. Tidak ada alasan pemaaf 
A. Kemampuan bertanggungjawab korporasi 
Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab bisa diartikan sebagai 
suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan 
suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari 
                                                          
56 Muladi dan Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Predana Media Group, 
Jakarta, 2010, Halm 62 – 63. 
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orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu 
apabila:57 
 Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum 
 Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran 
tersebut.. 
Dalam KUHP, ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab diatur 
dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :58 
Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.  
Rumusan ketentuan KUHP di atas dan beberapa pendapat ahli  
tentang kemampuan bertanggungjawab hanya tertuju pada seseorang 
(naturlijk person) sebagai pelaku tindak pidana karena hanya melihat 
kondisi psikis atau sikap kalbu (state of mind) pelaku. Hal yang perlu 
dianalisis adalah bagaimana cara melihat keadaan psikis atau sikap 
kalbu suatu korporasi sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu (mind) 
sendiri. 
                                                          
57 Ibid Muladi dan Dwidja Priyatno Halm 74 - 75 
58 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 
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Hasbullah F. Sjawie berpendapat bahwa terkait dengan mens rea 
korporasi dalam tindak pidana korupsi, maka Pasal 20 ayat (2) 
UUPTPK mengikuti ajaran teori identifikasi dan teori pelaku 
fungsionalitas, dimana tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh 
korporasi, bilamana tindak pidana tindak pidana dilakukan oleh orang 
– orang yang erat hubungannya dengan korporasi yang 
bersangkutan.59 
Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan aktivitas 
pencapaian maksud dan tujuan korporasi yang dalam hal ini selalu 
diwujudkan dengan perbuatan manusia. Berdasarkan teori identifikasi, 
bukan dipandang bertindak untuk dan atas nama korporasinya, 
melainkan dianggap sebagai korporasinya sendiri.60 
Disamping itu, salah satu doktrin dari pertanggungjawaban pidana 
korporasi adalah doctrine of vicirous liability. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, aliran atau doktrin pengganti ini menunjukkan bahwa untuk 
dapat membebankan pertanggungjawaban pidananya kepada 
korporasi harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa tindak 
pidana tersebut benar dilakukan oleh pengurus dan pengurus benar 
bersalah, kemudian jika terbukti barulah pertanggungjawaban pidana 
                                                          
59 Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Kencana, 
Jakarta, 2015,  Halm 149 
60 Ibid halm 40 
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itu dapat dibebankan kepada korporasi.  Hal ini dapat menimbulkan 
kemungkinan lain bahwa manusia pelakunya (pengurus korpoarsinya) 
yang harus memikul pertanggungjawaban pidananya, sedangkan 
korporasinya bebas.61 
Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menentukan kemampuan 
bertanggungjawab  korporasi dalam perkara a quo, terlebih dahulu 
harus diidentifikasikan adanya actus reus dan mens rea dari orang – 
orang yang bertindak atas nama korporasi. Dengan demikian, akan 
lebih mudah membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap 
korporasi jika unsur actus reus  dan mens rea  dari directing mind 
korporasi ataupun gabungan actus reus dan mens rea dari pengurus 
yang melakukan tindak pidana telah terbukti lebih dahulu. 
B. Asas kesalahan pada korporasi dalam tindak pidana korupsi 
Pertanggungjawaban pidana erat kaitanya dengan asas kesalahan 
(geen straf zonder schul; actus non facit reum nisi mens sist rea) atau 
tiada pidana tanpa kesalahan.  Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas 
kesalahan mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani 
pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dengan dijatuhi sanksi 
pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana, apabila dalam 
                                                          
61 Ibid Halm 40 
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melakukan perbuatan itu, yang menurut undang – undang pidana 
merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan 
tidak sengaja (tidak berdasarkan opset atau dolus) atau bukan karena 
kelalaiannya (culpa).62 Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 
No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menentukan 
bahwa : 63 
Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali karena alat 
pembuktian yang sah menurut undang – undang mendapat 
keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat 
bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang 
dituduhkan atas dirinya. 
Asas kesalahan  atau schuld prinzip ini adalah menyangkut 
personal guilt atau blameworthiness yang dipersyaratkan untuk bisa 
menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan 
pemberian hukumannya.  
Prinsip dari asas kesalahan ini adalah bahwa seseorang tersebut 
hanya bisa dipidana, apabila ia terbukti bersalah melakukan perbuatan 
yang dilarang oleh undang – undang. Adapun bentuk kesalahan 
menurut Moeljatno yakni melakukan perbuatan pidana (sifat dan 
melawan hukum), kemampuan bertanggungjawab, mempunyai suatu 
                                                          
62Sutan Remy Sjahdeini , Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta,2006, Halm 33 
63 Ibid., Muladi Dan Priyatno halm 99. 
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bentuk kesalahan dalam arti sempit yakni kesengajaan atau kelalaian 
dan tidak adanya alasan pemaaf.64 
 Kesengajaan atau Kelalaian Korporasi 
Untuk menentukan kesengajaan atau kelalaian pada korporasi. 
Muladi berpendapat dapat diajukan dengan cara melihat apakah 
kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataanya 
tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan 
yang nyata dari perusahaan.  
Jadi, harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (phychish 
klimaat) yang berlaku pada korporasi.65 Dengan kontruksi 
pertanggungjawaban, kesengajaan perorangan yang bertindak 
atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.66 Hal 
yang sama juga dikemukakan Remmelik, bahwa pengetahuan  
bersama dari sebagaian besar direksi dapat dianggap sebagai 
kesengajaan dari badan hukum itu, apabila mungkin sebagai 
kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap 
orang yang bertindak atas untuk korporasi itu, apabila dikumpulkan 
akan merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.67  
                                                          
64 Moeljatno Asas – Asas hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakrta, 2009, Halm 177 
65 Ibid., Muladi Dan Dwidja Priyatno Halm 125 
66 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawabban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2009, Halm 93 
67 Ibid., Muladi Dan Priyatno Halm 126. 
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Dengan demikian, dalam perkara aquo, terlebih dahulu harus 
diidentifikasikan adanya  unsur kesalahan dalam arti sempit 
(kesengajaan atau kelalaian) dari orang – orang yang bertindak 
untuk atau atas nama korporasi. 
C. Tidak adanya alasan peniadaan pidana 
Sebagaimana halnya orang, badan hukum atau korporasi dapat 
mempunyai dasar untuk menghapuskan pidana, sebagai konsekuensi asas 
kesalahan pada korporasi.68 
Dalam menentukan ada atau tidaknya alasan peniadaan pidana pada 
korporasi tidak selalu dapat dicari secara terpisah antara perorangan dan 
korporasi. Alasan peniadaan pidana, selalu dihubungkan dengan alasan 
pembenar (rechtsvaardingingsgronden) dan alasan pemaaf 
(schuluduitslutingsgronden). Alasan pembenar yaitu sifat melawan hukum 
perbuatan hapus atau tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan 
oleh hakim. Sedangkan alasan pemaaf yaitu unsur – unsur delik sudah 
terbukti, namun unsur kesalahan tidak ada pada pembuat, yang terdakwanya 
dilepaskan dari segala tuntutan hukum.69 Kesalahan pengurus selalu 
diidentikkan dengan kesalahan korporasi. 
                                                          
68Ibid.,  Muladi dan Priyatno Halm 130.  
69 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Halm 203 
 83 
 
 Hal ini berarti bahwa, dengan tidak adanya alasan pemaaf terhadap 
perbuatan yang dilakukan directingmind berarti pula tidak ada alasan pemaaf 
terhadap korporasi. Hamza Haatrik menyatakan bahwa kesalahan pengurus 
yang bertindak untuk dan atas nama korporasi diatributkan menjadi 
kesalahan korporasi, sehingga hapusnya kesalahan pengurus karena alasan 
pemaaf menjadi hapus juga kesalahan korporasi.70 
Dengan demikian, penerapan teori identifikasi dan teori pelaku fungsional 
yang mencakup actus reus dan mens rea dari pelaku lahiriah yang memiliki 
posisi sebagai orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi menjadi 
alasan ada atau tidaknya alasan pemaaf bagi korporasi itu sendiri. 
A. Penerapan Model Pertanggungjawaban Dalam Kasus Ini 
Dasar hukum pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana 
korupsi terdapat dalam Pasal 20 UUPTPK. Terdapat beberapa hal 
yang diatur dalam pasal ini baik hukum formil maupun hukum materil, 
sebagai berikut : 
1). Pasal 20 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
mengatur mengenai subjek hukum tindak pidana korupsi 
2). Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
mengatur mengenai kapan suatu korporasi dapat 
dipertanggungjawabkan 
                                                          
70 Ibid Halm 102 - 103 
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3). Pasal 20 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hukum 
acara pidana khusus bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi. 
4). Pasal 20 ayat (7) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
mengatur pemidanaan terhadap korporasi. 
Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama 
suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap 
korporasi bersifat kumulatif -  alternatif yang berarti bahwa 
pertanggungjawaban pidana dapat diberikan terhadap : 1). 
Pengurus ; 2). Korporasi ; 3). Korporasi dan pengurus 
Sedangkan menurut Muladi dan Dwidja Priyatno menggolongkan 
beberapa model pertanggungjawaban korporasi yakni :71 
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang 
bertanggungjawab 
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang 
bertanggungjawab 
c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang 
bertanggungjawab. 
                                                          
71 Ibid Muladi DanDwidja  Priyatno Halm 83 
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Berdasarkan putusan terhadap perkara dalam PUTUSAN NO : 09/Pid.Sus – 
TPK/2016/PN MKS, dalam kasus ini yang dipidana adalah orang yang 
berada di luar dari korporasi, tanpa memeriksa kesalahan dari korporasi dan 
pengurus, namun menurut penulis berdasarkan model pertanggungjawaban 
korporasi diatas, maka terlebih dahulu jika ada tindak pidana yang dilakukan 
oleh korporasi, maka yang dipidana terlebih dahulu adalah pengurus atau 
korporasi. Dalam kasus pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan 
oleh pemerintah, maka subjek hukumnya adalah korporasi atau badan 
hukum, sehingga jika terjadi korupsi, yang bertanggungjawab adalah 
korporasinya dan pengurusnya serta orang lain yang berdasarkan hubungan 
kerja atau hubungan lain bertindak atas nama korytgporasi. Pemikiran ini, 
penulis dasarkan pada  Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang dilakukan oleh korporasi yaitu : 
a. Dilakukan oleh orang – orang bedasarkan hubungan kerja atau 
hubungan lain 
Dalam perkara aquo, Syahran Syahrul Tambing, menggunakan CV. 
Fajar Utama untuk digunakan dalam pengadaan barang atau jasa. CV 
Fajar Utama sendiri adalah milik Williatno Mandao, yang bergerak 
dibidang kontraktor bangunan, sedangkan dalam hal ini adalah 
pengadaan barang – barang elektronik. Syahran Syahrul Tambing, 
mengikut sertakan korporasi CV. Fajar Utama dengan persetujuan 
 86 
 
direksi yaitu Williatno Mandao, sehingga kedudkan Syahran Syahrul 
Tambing adalah sebagai pelaksana korporasi di lapangan. Sehingga 
menurut analisis penulis, salah satu hubungan dalam hal ini adalah 
hubungan direksi dengan pelaksana, Sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (2). 
b. Bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama – 
sama 
Tindakan Syahran Syahrul Tambing, yang bertindak atas nama 
korporasi CV. Fajar Utama dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
korporasi. Sebab subjek hukum dalam pengadaan barang atau jasa 
yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah korporasi. Perbuatan 
Syahran Syahrul Tambing yang bertindak atas nama korporasi adalah 
perintah dari direksi atau pemilik CV. Fajar Utama. Sehingga 
perbuatan Syahran Syahrul Tambing tidak dapat dikategorikan 
sebagai perbuatan pribadi, tetapi dikategorikan sebagai perbuatan 
korporasi. 
Karena keuntungan dan akibat hukum yang terjadi dalam pengadaan 
barang atau jasa menjadi keutungan dari korporasi, sehingga 
tanggungjawabnya pun menjadi tanggungjawab korporasi. 
Disamping itu, menurut Sutan Remy Sjahdeini yang 
mengemukakan teori gabungan untuk pertanggungjawaban korporasi, 
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bahwa unsur dan syarat untuk dapat membebankan 
pertanggugjawaban pidana terhadap korporasi yaitu : 
a. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk commission atau 
omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi 
yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi 
sebagai directing mind dari korporasi 
b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan 
tujuan korporasi 
c. Tindak pidana dilakukan dilakukan oleh pelaku atau atas 
pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi 
d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberi 
manfaat bagi korporasi 
e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar 
untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana 
f. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur 
perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea), kedua 
unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja. 
Berdasarkan uraian ini, penulis menelah bahwa pertanggungjawaban 
pidana dapat diberikan kepada korporasi sebagai subjek hukum dalam 
pengadaan barang dan jasa yang telah menimbulkan korupsi. 
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a. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk commission atau omission) 
dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam 
struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind 
dari korporasi 
Berdasarkan analisis penulis, terhadap perkara aquo bahwa perbuatan 
Syahran Syahrul Tambing yang telah menimbulkan kerugian Negara, 
adalah perintah dari direktur CV. Fajar Utama. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, bahwa kedudukan direktur dalam korporasi dapat 
dikategorikan sebagai directing mind, oleh karena direktur yang dalam 
hal ini yaitu Williatno Mandao memiliki kewenangan sah untuk 
melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat 
persetujuan atasannya.  
b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan 
korporasi 
Bahwa dalam putusan ini, perbuatan Syahran Syahrul Tambing 
memang tidak dapat dikategorikan sebagai maksud dan tujuan 
korporasi. Namun berdasarkan analisis penulis, bahwa tujuan 
korporasi juga dapat dilihat dari keputusan direktur,yaitu Williatno 
Mandao yang memilih untuk mengikut sertakan korporasinya yaitu CV. 
Fajar Utama untuk ikut dalam pengadaan barang atau jasa yang 
diselenggarakan pemerintah, dapat dikategorikan sebagai maksud dan 
tujuan korporasi, oleh karena keputusan dari rapat dalam korporasi.  
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c. Tindak pidana dilakukan dilakukan oleh pelaku atau atas pemberi 
perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi 
Dalam hal ini menurut analisis penulis, bahwa perbuatan direktur atau 
Williatno Mandao yang memerintahkan Syahran Syahrul Tambing 
dapat dikategorikan sebagai perintah korporasi, oleh karena 
direkturlah yang memiliki kewenangan dalam korporasi untuk memberi 
perintah. Direktur memiliki tugas yang diberikan oleh korporasi, 
sehingga perbuatan direktur dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
korporasi. 
d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberi manfaat 
bagi korporasi 
Sutan Remy Sjahdeini, menegaskan bahwa unsur dan syarat ini 
mengandung pengertian bahwa pertanggungjawaban atas 
dilakukannya tindak pidana tersebut menjadi pertanggungjawaban 
korporasi, apabila perbuatan itu sejak semula memiliki tujuan untuk 
menguntungkan atau memberikan manfaat bagi korporasi baik secara 
finansial maupun non finansial.72 
Sehingga menurut penulis, bahwa keuntungan yang didapat oleh 
korporasi yang dalam hal ini, segala pendanaan dalam pengadaan 
barang atau jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah secara 
                                                          
72 Sutan Remy Sjahdeini Halm 120 - 121 
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otomatis masuk ke dalam rekening perusahaan. Sehingga secara 
otomatis perusahaan atau korporasi mendapat keutungan.  
e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar untuk 
dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana 
Salah satu syarat pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi 
adalah karena perrbuatan dilakukan oleh directing mind atau direktur 
dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menggantikan tugasnya 
dilapangan. Sehingga apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan 
dalam pengadaan barang atau jasa yang diselenggarakan oleh 
pemerintah menjadi kesalahan dari korporasi, karena subjek hukum 
dalam pengadaan atau jasa adalah korporasi. Berdasarkan, analisis 
penulis maka tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana 
dengan sendirinya juga tidak ada alasan pemaaf bagi korporasi. 
f. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan 
(actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea), kedua unsur tersebut 
tidak harus terdapat pada satu orang saja. 
Hasbullah F. Sjawie berpendapat bahwa terkait dengan mens rea 
korporasi dalam tindak pidana korupsi, maka Pasal 20 ayat (2) 
UUPTPK mengikuti ajaran teori identifikasi dan teori pelaku 
fungsionalitas, dimana tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh 
korporasi, bilamana tindak pidana tindak pidana dilakukan oleh orang 
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– orang yang erat hubungannya dengan korporasi yang bersangkutan. 
Mengingat pengurus suatu korporasi bisa iidentikkan dengan 
korporasinya, sebagaimana pemikiran teori identifikasi, maka bila 
pengurus korporasinya itu memiliki unsur kesalahan, dan apabila telah 
dinyatakan bersalah bersalah oleh pengadilan, maka mens rea – nya 
bisa dianggap sebagai mens rea korporasinya. Karena pengurus yang 
bersangkutan bisa diidentifikasikan sebagai korporasinya sendiri. 
Dalam hal demikian, sebenarnya korporasinya bisa dimintakan 
pertangggungjawaban pidananya, dan tidak ada alasan selain untuk 
mengajukan korporasi dimaksud ke hadapan pengadilan.  
Sehingga perbuatan Syahran Syahrul Tambing dan Williatno Mandao, 
dapat dikategorikan sebagai perbuatan dan kesalahan korporasi. Sehingga 
korporasi dapat diajukan ke pengadilan karena telah memenuhi unsur 
perbuatan dan kesalahan.  
 
Sehingga berdasarkan PUTUSAN NO : 09/PID.SUS – TPK/2016/PN 
MKS, menurut penulis yang bertanggungjawab adalah korporasi, pengurus 
dan orang lain berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang 
tindakannya atas nama korporasi dalam pengadaan barang atau jasa 
pemerintah, yang dikukuhkan Pasal 20 ayat (2) dan teori gabungan dari 
Sutan Remy Sjaheideini, dengan dipidananya korporasi, maka dalam 
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pengadaan barang dan jasa dikemudian hari, korporasi tersebut tidak dapat 
ikut lagi dalam pengadaan barang atau jasa yang diselenggarakan oleh 
pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi. 
 
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaksana korporasi sebagai upaya 
perlindungan dan pengembalian keuangan Negara. 
Sanksi pidana bagi  korporasi atau pengurus dan  pelaksana korporasi yaitu: 
A. Dakwaan 
Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang perubahan atas Undan – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab 
Undang – Undang Hukum Pidana. 
Subsidair :  Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan atas Undan – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab 
Undang – Undang Hukum Pidana. 
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B. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM 
MENUNTUT 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar  yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING, tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimaana diatur  dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo 
Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimna 
diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair. 
2. Membebaskan terdakwa Syahran Syahrul Tambing dari dakwaan 
primair tersebut 
3. Menyatakan terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana 
Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo 
Pasal 18 jo Undang – Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana 
diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair. 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa   SYAHRAN SYAHRUL 
TAMBING, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan 
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bersama – sama dengan PAULUS KOBBA,SH.,MM dan ABU RIZAL 
AZHAR alias ICAL membayar uang pengganti sebesar 
Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) subsidair 2 
(dua) bulan kurungan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 
5. Menyatakan barang bukti berupa: 
1. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan kesepakatan 
bersama serta berita acara penerimaan barang dari CV.Fajar 
Utama ke SMP Kristen Sa’dan 
2. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan kesepakatan 
bersama serta berita acara penerimaan barang dari CV.Fajar Utama 
ke SMP Kristen Dende’ 
3. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan kesepakatan 
bersama serta berita acara penerimaan barang dari CV.Fajar Utama 
ke SMPN 2 sanggalagi’ 
4. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan kesepakatan 
bersama serta berita acara penerimaan barang dari CV.Fajar Utama 
ke SMPN 2 Sa’dan 
5. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan kesepakatan 
bersama serta berita acara penerimaan barang dari CV.Fajar Utama 
ke SMPN 2 Sesean 
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6. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan kesepakatan 
bersama serta berita acara penerimaan barang dari CV.Fajar Utama 
ke SMP PGRI Ta’ba Pulu – Pulu 
7. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan kesepakatan 
bersama serta berita acara penerimaan barang dari CV.Fajar Utama 
ke SMP pelita Harapan 
8. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan kesepakatan 
bersama serta berita acara penerimaan barang dari CV.Fajar Utama 
ke SMPN 1 Buntu Pepasan 
9. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan kesepakatan 
bersama serta berita acara penerimaan barang dari CV.Fajar Utama 
ke SMPN 6 Rindingallo 
10. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan kesepakatan 
bersama serta berita acara penerimaan barang dari CV.Fajar Utama 
ke SMPN 5 Rindingallo 
Terlampir dalam berkas perkara: 
a. 1 (satu) unit computer merek Axioo 
b. 1 (satu) unit laptop/notebook merek axioo 
c. 1 (satu) unit UPS merek power tree 
d. 1 (satu) unit LCD Proyektor dan Screen 
e. 1 (satu) paket CD pembelajaran interaktif software edukasi 
pembelajaran TIK SMP 
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Digunakan dalam perkara PAULUS KOBBA,SH., MM dan ABU 
RIZAL AZHAR alias ICAL 
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 
C.MENGADILI 
 Menyatakan terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi 
sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan 
primair. 
 Menyatakan terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi 
secara bersama – sama 
 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRAN SYAHRUL 
TAMBING, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) 
tahun dan empat bulan 
 Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan 
 Menidana pula terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING membayar 
uang pengganti sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) 
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paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan 
yang memperoleh kekuatan hukum tetap, bila tidak dibayar maka harta 
bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 
pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang 
mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan 
pidana penjara selama : 1 (satu) bulan penjara 
 Menetapkan barang bukti berupa: 
1. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan kesepakatan 
bersama serta berita acara penerimaan barang dari CV.Fajar 
Utama ke SMP Kristen Sa’dan 
2. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan 
kesepakatan bersama serta berita acara penerimaan barang dari 
CV.Fajar Utama ke SMP Kristen Dende’ 
3. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan 
kesepakatan bersama serta berita acara penerimaan barang dari 
CV.Fajar Utama ke SMPN 2 sanggalagi’ 
4. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan 
kesepakatan bersama serta berita acara penerimaan barang dari 
CV.Fajar Utama ke SMPN 2 Sa’dan 
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5. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan 
kesepakatan bersama serta berita acara penerimaan barang dari 
CV.Fajar Utama ke SMPN 2 Sesean 
6. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan 
kesepakatan bersama serta berita acara penerimaan barang dari 
CV.Fajar Utama ke SMP PGRI Ta’ba Pulu – Pulu 
7. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan 
kesepakatan bersama serta berita acara penerimaan barang dari 
CV.Fajar Utama ke SMP pelita Harapan 
8. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan 
kesepakatan bersama serta berita acara penerimaan barang dari 
CV.Fajar Utama ke SMPN 1 Buntu Pepasan 
9. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan 
kesepakatan bersama serta berita acara penerimaan barang dari 
CV.Fajar Utama ke SMPN 6 Rindingallo 
10. Asli/copy faktur barang, Kwitansi, surat perjanjian dan 
kesepakatan bersama serta berita acara penerimaan barang dari 
CV.Fajar Utama ke SMPN 5 Rindingallo 
Terlampir dalam berkas perkara: 
a. 1 (satu) unit computer merek Axioo 
b. 1 (satu) unit laptop/notebook merek axioo 
c. 1 (satu) unit UPS merek power tree 
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d. 1 (satu) unit LCD Proyektor dan Screen 
e. 1 (satu) paket CD pembelajaran interaktif software 
edukasi pembelajaran TIK SMP 
Digunakan dalam perkara PAULUS KOBBA,SH., MM dan ABU RIZAL 
AZHAR alias ICAL 
 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 
Analisa Penulis 
1. Perlindungan hukum terhadap keuangan negara 
Salah satu permasalahan dan tujuan pembahasan dalam skripsi ini 
adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan terhadap keuangan 
Negara dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang – 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang 
Nomor 31 tahun 1999. 
Upaya pemerintah dalam menaggulangi kejahatan terhadap keuangan 
Negara dengan melahirkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang – 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang 
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Nomor 31 Tahun 1999. Dalam undang – undang ini sudah diatur sanksi 
pidana minimal yang diatur dalam setiap pasalnya. Sanksi pidana yang diatur 
dalam undang – undang ini dimaksudkan untuk melindungi keuangan Negara 
dan cara pengembalian kerugian Negara akibat dari kejahatan korupsi.  
Menurut penulis dalam ancaman sanksi pidana undang – undang ini  
menurut penulis tergolong ringan. Bahkan memberikan kebebasan yang 
sebesar – besarnya bagi penegak hukum untuk memilih antara sanksi 
minimal sampai sanksi maksimal, dan dalam penerapannya aparat penegak 
hukum lebih memilih sanksi minimal. Bahkan disebutkan dalam Pasal 18 ayat 
(3)73 disebutkan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda 
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi 
ancaman maksimum dari pokoknya sesuai dalam ketentuan peraturan 
perudang – undangan ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam 
putusan pengadilan. 
Berdasarkan konsep dari teori bekerjanya hukum dari Lawrence M. 
Friedman74 dan konsep penegakan hukum, merupakan salah satu faktor 
indikator yang berpengaruh dominan terhadap kurangnya penerapan sanksi 
pemidanaan perundang – undangan tersebut. Sehingga menurut penulis 
                                                          
73 Undang – Undang No 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
74 Hambali Thalib, sanksi pemidanaan dalam konflik pertanahan,Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta 2010, Halm 147. 
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kurangnya penerapan sanksi pemidanaan perundang – undangan tersebut 
dengan sendirinya sangat mempegaruhi jaminan perlindungan hukum 
terhadap keuangan Negara dan upaya pengembalian kerugian Negara.  
Lebih lanjut menurut penulis sampaikan, bahwa diperlukannya sanksi 
pidana berupa sita jaminan selain sita paksa (Pasal 18 ayat 2)75, apabila 
terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti untuk menghindari 
terpidana mengalihkan harta bendanya. Sita jaminan sebagai langkah 
pencegahan pengalihan harta kekayaan korporasi kepada pihak lain, 
sehingga dalam hal korporasi atau terpidana tidak membayar uang pengganti 
maka harta bendanya yang dijaminkan akan dilelang oleh jaksa penuntut 
umum. 
2. Penerapan sanksi pidana dalam pengembalian keuangan Negara sebagai 
upaya perlindungan keuangan negara. 
Seperti yang telah penulis sampaikan diatas bahwa sanksi pidana 
sebagai upaya melindungi keuangan Negara. Pada bagian ini akan dibahas 
penerapan sanksi pidana dalam pengembalian keuangan Negara sebagai 
upaya perlindungan keuangan Negara. Kurangnya sanksi pidana yang 
didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim yang dalam putusan  
nomor : 09/PID – SUS/TPK/2016/PN MKS yang mengambil hukuman minimal 
                                                          
75 Undang – Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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dengan sendirinya mempengaruhi perlindungan hukum terhadap keuangan 
Negara dan perekonomian Negara. 
Hal tersebut bersesuaian dengan tujuan hukum yang sifatnya sebagai 
prevensi atau pencegahan yang antara lain yakni bahwa ringannya ancaman 
sanksi pidana yang dijatuhkan berpengaruh terhadap tujuan hukum yaitu 
menakut – nakuti dan mencegah terjadinya tindak pidana. Kurangnya sanksi 
pidana yang dijahtuhkan sangat berpengaruh terhadap perlindungan 
keuangan Negara. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana yaitu 
sebagai sarana untuk menagnggulangi kejahatan, demi kesejahteraan 
masyarakat dan mengembalikan atau memulihkan keuangan Negara akibat 
korupsi. 
Banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama 
korporasi menunjukkan meningkatnya tindak pidana korupsi yang dilakukan 
oleh korporasi. Hal ini menunjukkan sanksi pidana yang diancamkan oleh 
jaksa dan putusan hakim, tidak mempengaruhi perilaku masyarakat. 
Ketaatan atau ketidaktaatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sanksi 
pidana yang diancamkan dan dijatuhkan.  
Padahal dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdapat pidana tambahan yang 
dapat dijahtuhkan yakni perampasan barang bergerak yang berwujud atau 
yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 
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diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana 
dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang 
menggantikan barang – barang tersebut. Pasal 18 ayat (2) huruf b 
dikemukakan tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak 
– banyaknya sama dengan harta benda harta benda yang diperoleh dari 
tindak pidana korupsi. 
Pasal – Pasal ini menunjukkan sanksi pidana sebagai upaya 
pengembalian atau pemulihan kerugian Negara akibat korupsi. Namun dalam 
penerapannya, dari penelitian yamg penulis lakukan hampir semua terpidana 
tidak membayar uang pengganti, karena lebih memilih menjalani pidana 
kurungan sebagai pengganti atas tidak membayar uang pengganti (Pasal 18 
ayat 3), yang menurut penulis tergolong ringan. 
Sanksi pidana yang diancamkan atau yang dijahtukan oleh aparat 
penegak hukum dalam kasus korupsi memiliki dampak atau sanksi yang 
berbeda namun sekali lagi tidak adanya perbedaan antara pencuri ayam dan 
pencuri uang Negara, jika dilihat dari sanksi pidana yang dijahtuhkan oleh 
aparat penegak hukum. Untuk menciptakan agar anggota masyarakat  
mematuhi hukum diperlukan sanksi pidana yang tegas. Sanksi pidana disini, 
diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan Negara termasuk 
keuangan Negara dan pengembalian atau pemulihhan keuangan Negara, 






Bedasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat 
disimpulkan : 
(1) Tindak pidana yang dilakukan pelaksana korporasi dalam pengadaan 
barang atau jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah, tidak 
menghilangkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus 
korporasi, karena korporasi adalah subjek hukum dalam pengadaan 
barang atau jasa. Meskipun dalam Undang – Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, memberi kebebasan kepada aparat penegak 
hukum untuk menjahtuhkan sanksi pidana kepada pengurus atau 
korporasinya.  
(2) Kurangnya penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan aparat penegak 
hukum akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat serta 
mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap keuangan Negara, dan 
pengembalian atau pemulihan keuanggan Negara. Tidak diaturnya secara 
jelas sanksi pidana pokok denda dalam Undang – Undang Tindak Pidana 
Korupsi juga mempengaruhi putusan pengadilan dan sanksi pidana untuk 




1). Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur korporasi 
sebagai subjek hukum pidana namun belum mengatur perbuatan batasan 
pengurus, dan perbuatan korporasinya. Hal ini juga mempengaruhi pola 
pemidanaan terhadap kororasi yakni Secara normative substansi dalam 
peratauran perundang – undangan tidak secara jelas membahas : 
 Perbuatan korporasi yang pertanggungjawaban pidananya 
dilakukan terhadap korporasi 
 Perbuatan korporasi yang pertanggungjawaban pidananya 
dilakukan terhadap pengurus 
 Perbuatan pengurus yang pertanggungjawaban pidananya 
dilakukan terhadap pengurus serta 
 Perbuatan korporasi yang pertanggungjawaban pidananya 
dilakukan terhadap korporasi dan pengurusnya.  
Secara fakta empiris ketentuan substansi dalam peraturan 
perundang – undangan  berakibat pada pelaksanaan hukuman 
terhadap pengurus, korporasinya, sehingga kedepan 
diharapkan agar dalam undang -  undang memuat batasan 
perbuatan pengurus dan perbuatan korporasi yang berakibat 
pada pertanggungjawaban pidananya 
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2). Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum memberikan sanksi 
yang berat bagi pelaku korupsi, sebagai upaya preventif terhadap 
perlindungan keuangan Negara dan upaya pengembalian atau pemulihan 
keuangan Negara. Penulis juga menyarankan agar peraturan kedepan 
mengatur sita jaminan sebagai upaya pengembalian kerugian Negara, selain 
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